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Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1946 tentang
Pembentukan Pengadilan Tentara.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1947 tentang
Hukum Pidana Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 tentang
menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan
Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan
Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nr. 16 tahun 1950), sebagai
Undang-Undang Federal.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1950 tentang
menetapkan “Undang-undang Darurat Tentang Hukum Acara
Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-Undang Darurat Nr. 17
tahun 1950), sebagai Undand-undang Federal.

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 dengan sebutan Undang-
undang Nomor 1 DRT Tahun 1958, yang mengubah Bab I
tentang Pemeriksaan Permulaan.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
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Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 48 Tahun 2009, tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 25 Tahun 2014, tentang
Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/171/X11/2011 tanggal 29
Desember 2011 tentang Persyaratan Pengangkatan,
Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XI1/2018 tanggal 18 Desember
2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam
Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional
Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1383/XI1/2018 tanggal 20 Desember
2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyidikan Di
Lingkungan Tentara Nasional Indinesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/15/VII/2007
tanggal 25 Juli 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah
Perkara di Lingkungan Angkatan Darat.

Lampiran Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tugas Polisi Militer Komando Daerah
Militer.
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Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/629/VIII/2020 tanggal 5 Agustus
2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan
Papera Dan Ankum di lingkungan TNI AD.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/467/V1/2016 tanggal
31 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Satuan TNI AD.

Keputusan Kepala Staf Angkaran Darat Nomor KEP/447/V1/2017 Petunjuk
Teknis tentang Penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan
TNI AD

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/542/\V1/2018 tanggal
29 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Sementara
dari Jabatan (Schorsing).

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 27
Desember 2018.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Komandan Polisi Militer Kodam XIV/Hsn (Andi Suci)

Wawancara dengan Kepala Hukum Kodam XIV/Hsn (Bahrun Taslim).

Wawancara dengan Amiruddin.



